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BAB VI 

SARAN 

 

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan kegiatan 

PKPA adalah sebagai berikut : 

a. Calon Apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk 

menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di apotek 

dengan didampingi oleh Apoteker penanggung jawab ataupun 

pendamping agar calon Apoteker dapat memperoleh wawasan 

mengenai keadaan dilapangan. 

b. Calon Apoteker harus melatih diri untuk bisa peduli, 

berempati dan cermat terhadap pasien agar pelayanan 

kefarmasian dapat berjalan dengan baik danoptimal. 

c. Calon Apoteker harus melatih diri untuk memperdalam ilmu 

agar pada saat ada pertanyaan dari pasien bisa menjelaskan 

denganbaik. 

d. Apoteker sebaiknya lebih mengenalkan diri sebagai Apoteker 

pada saat ingin memulai KIE dan menyampaikan terapi non-

farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta 

menunjukkan tanggal kadaluarsa dari obat yang didapat 

olehpasien. 
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